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Abstrak

Penerapan industri hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan,
terutama dalam sektor manufaktur yang menjadi kontributor utama emisi gas
rumah kaca. Ketatnya persaingan pasar membuat banyak pelaku usaha enggan
mengadopsi praktik industri hijau karena tingginya biaya produksi dan risiko
inflasi hijau. Selain itu, ketiadaan regulasi yang tegas menimbulkan
ketidakpastian hukum. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah berhasil
mengintegrasikan prinsip industri hijau ke dalam kebijakan persaingan
usahanya, menjadikannya salah satu wilayah paling bersih di dunia. Penelitian
ini membandingkan kerangka hukum Indonesia dan Uni Eropa terkait industri
hijau dalam sektor manufaktur, dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil
kajian menunjukkan bahwa UU Persaingan Usaha Indonesia belum mengatur
secara spesifik tentang industri hijau, sementara Uni Eropa memberikan ruang
untuk kerja sama usaha yang mengutamakan manfaat lingkungan. Indonesia
disarankan mengadopsi pendekatan serupa melalui harmonisasi UU
Perindustrian dan penguatan undang undang energi baru terbarukan.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Industri Hijau, perusahaan Manufaktur
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Abstract

The implementation of green industry in Indonesia still faces several challenges,
particularly in the manufacturing sector, which is a major contributor to greenhouse gas
emissions. Intense market competition discourages many businesses from adopting green
industry practices due to higher production costs and the risk of green inflation.
Moreover, the absence of clear requlations creates legal uncertainty. In contrast, the
European Union has successfully integrated green industry principles into its
competition policy, making it one of the cleanest regions in the world. This study
compares the legal frameworks of Indonesia and the European Union regarding green
industry within the manufacturing sector, using a normative juridical approach based on
relevant laws and regulations. The findings reveal that Indonesia’s Competition Law does
not explicitly accommodate green industry, unlike the EU, which allows limited
exemptions for agreements that provide significant environmental benefits. It is
recommended that Indonesia adopt a similar approach by harmonizing the Industrial Law
and strengthening renewable energy regulations through the ratification of the New and
Renewable Energy Bill. Public participation is also essential in supporting eco-friendly
products and monitoring green industry implementation.

Keywords: Competition Law, Green Industry, Manufacturing Companies

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri Indonesia semakin menjadi fokus perhatian
seiring dengan kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto
(selanjutnya disebut PDB) negara. Merujuk data dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, Pada Tahun 2024, perekonomian Indonesia masih
mengalami pertumbuhan signifikan sebanyak 5,1% (yoy), yang banyak ditopang
oleh sektor industri utamanya sektor manufaktur dan industri logam dasar.!
Namun, meskipun sektor industri berperan penting dalam mendukung

perekonomian, urgensivitas perlu diberikan pada kontribusi industri terhadap

1 Badan Kebijakan Fiskal , 2024, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tetap Kuat Di Tengah
Perlambatan  Ekonomi Global, https:/ /fiskal. kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil /571,
(diakses pada 11 September 2024),h.1
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emisi gas rumah kaca yang menghambat upaya Indonesia dalam menghadapi
tantangan perubahan iklim. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistika
(selanjutnya disebut BPS) yang dirilis dalam neraca arus energi dan neraca emisi
gas rumah kaca Volume 4 Tahun 2024, menerangkan bahwa sepanjang Tahun
2018 hingga Tahun 2022 industri Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca
887,23 juta ton CO2. Angka tersebut sekitar 10 kali lebih tinggi dari emisi rumah
tangga yang volumenya 81,68 juta ton CO2e.? Emisi Gas Rumah Kaca
(selanjutnya disebut GRK) merupakan kontributor utama kenaikan suhu global,
apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi akan mengakibatkan
peristiwa cuaca ekstrem seperti badai, banjir, gelombang panas hingga
kekeringan.?

Upaya pemerintah dalam mengurangi tingginya GRK adalah dengan
menerapkan industri berkelanjutan. Pembangunan industri berkelanjutan yakni
dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan
teknologi industri. Industri Hijau sebagai wujud pembangunan industri
berkelanjutan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah dalam Undang undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU
Perindustrian). Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa setiap
perusahaan industri wajib menerapkan industri hijau sesuai dengan standarisasi
industri hijau yang dibuat oleh Menteri Perindustrian. Kepala Badan
Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (selanjutnya disebut BSK]I) Tahun
2019 hingga 2023, Andi Rizaldi menjelaskan, keseluruhan industri memiliki

2 Ahdiat,Adi, ‘Ini Industri Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar Di Indonesia |
Databoks”  ,2024 <https:/ / databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/27 / ini-industri-
penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar-di-indonesia> (diakses pada 11 September
2024).h.1

3 Amanda McGrath, Alexandra Jonker ,2024, Apa itu Emisi Gas Rumah Kaca? ,
https:/ /www.ibm.com/id-id/topics/ greenhouse-gas-emissions, (diakses pada 11 September
2024.) h.1
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tanggung jawab untuk mengurangi emisi dari tiga sektor, sesuai Kesepakatan
Paris yakni proses industri dan penggunaan produk atau industrial processes and
product use (IPPU), kedua energi (energy), dan ketiga limbah/sampah (waste).
Namun pada pelaksanaanya, industri hijau banyak mengalami kegagalan
terutama pada perusahaan manufaktur yang menjadi pilar utama penopang
ekonomi. Perusahaan manufaktur disamping berkontribusi besar pada PDB
negara tetapi juga menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Tahun 2022.
Sektor manufaktur menghasilkan emisi 340,71 juta ton CO2e, setara 38% dari
total emisi industri nasional.> Tanggung jawab industri yang disampaikan oleh
Kepala BSKJI kemenperin tidak terlaksana dengan baik, perusahaan manufaktur
belum maksimal dalam mengendalikan dampak lingkungan. Selain penggunaan
energi bahan bakar, perusahaan manufaktur juga turut dalam pencemaran
limbah padat terbesar.

Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang cepat sering berdampak negatif
pada sumber daya alam dan meningkatkan jumlah Ilimbah.6 Dalam
perkembangan perusahaan manufaktur saat ini, ekspansi melalui persaingan
usaha sering kali mengorbankan aspek lingkungan. Sektor Consumer Manufactur
menghadapi permintaan pasar yang sangat tinggi contohnya, pada tahun 2023,
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (selanjutnya disebut Indofood)

mencatatkan kenaikan laba tertinggi dibandingkan para pesaingnya. Namun,

4 Kompas Cyber Media, 2024, ‘ Pengembangan Industri Hijau Terkendala, Kemenperin Dorong
Insentif Halaman all ,
<https:/ /lestari.kompas.com/read/2024 /07 /05/060000286 / pengembangan-industri-hijau-
terkendala-kemenperin-dorong-insentif, (diakses pada 11 September 2024.) h.1

5 Badan Kebijakan Fiskal, loc.cit.

¢ Mohammad Irfandianto, Ermanto Fahamsyah and Nuzulia Kumala Sari, ‘Peran Hak
Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia” (2024) 3 WELFARE STATE Jurnal
Hukum 117 <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WS]J/article/view/2815> diakses pada 4
Desember 2024,h.119
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Indofood juga merupakan penyumbang utama sampah kemasan plastik yang
mencemari lingkungan. Selain itu, dari Februari hingga Juni 2022, sejumlah
organisasi dari gerakan Pawai Bebas Plastik melakukan brand audit di 11 titik
pantai di 10 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa kemasan dari Unilever,
Indofood, dan Mayora Indah merupakan tiga besar penyumbang sampah
kemasan plastik sekali pakai.” Kebijakan lingkungan terkait pengelolaan sampah
telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDPRD). Namun,
peraturan ini hanya mencakup layanan pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketidakterpaduan kebijakan retribusi
sampah antar pemerintah daerah mengakibatkan minimnya perubahan perilaku
masyarakat dalam pengelolaan sampah para pelaku usaha.® Disamping itu,
rekognisi pasar terhadap produk-produk ramah lingkungan secara langsung
memengaruhi harga jual. Produk manufaktur yang dihasilkan dengan prinsip
industri hijau sering kali dihargai lebih tinggi dibandingkan produk
konvensional, hal ini mencerminkan nilai tambah yang diberikan oleh
pendekatan berkelanjutan. Namun, harga tinggi pada produk ramah
lingkungan, terutama dalam industri barang cepat saji, dapat menjadi tantangan
tersendiri. Produk-produk semacam ini, yang biasanya memiliki margin harga
yang kompetitif dapat mengalami kenaikan harga akibat penerapan teknologi

atau proses manufaktur hijau. Hal tersebut berisiko mengurangi daya beli

7 WALHI, Kemasan Unilever, Indofood Dan Mayora Terbukti Mencemari 11 Titik Pantai Di
Indonesia | WALHI" 2022 ,https:/ /www.walhi.or.id/index.php/kemasan-unilever-indofood-
dan-mayora-terbukti-mencemari-11-titik-pantai-di-indonesia, (diakses pada 11 September
2024).h.1

8 Fina Rohmatul Ula and Nur Farida Liyana, ‘Menilik Penerapan Landfill Tax di Negara Lain
dan Urgensi Penerapannya di Indonesia’ 2022 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), Vol 4 No
1S https:/ /jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/ view /1734 (diakses pada 22 November
2024.) h.177
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konsumen dan menyebabkan ketimpangan dalam persaingan usaha yang sering
kita sebut dengan green inflation atau inflasi hijau. °

Kearney, firma konsultansi manajemen asal Amerika menemukan dalam
penelitiannya bahwa terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan kenaikan
biaya dalam produk manufaktur tahan lama yang berkelanjutan. Pertama, biaya
meningkat akibat proses produksi itu sendiri, yang disebabkan oleh harga bahan
organik yang lebih tinggi, tenaga kerja yang lebih mahal, hasil panen yang lebih
rendah, serta kebutuhan ruang yang lebih besar untuk pemeliharaan hewan dan
waktu pemeliharaan yang lebih lama. Kedua, biaya juga meningkat karena
proses sertifikasi, seperti untuk produk organik atau perdagangan yang adil.
Ketiga, biaya bertambah disebabkan oleh rendahnya volume produksi makanan
organik dibandingkan dengan yang non-organik, serta kebutuhan untuk
memisahkan produk tersebut, yang mengurangi skala ekonomi.™®

Industri manufaktur merupakan sektor terbesar yang akan menghadapi
situasi serupa. Para pelaku usaha akan berupaya sebisa mungkin untuk
memberikan kenyamanan konsumen melalui penetapan harga yang wajar untuk
produk-produknya. Hal ini berpotensi menimbulkan perjanjian terlarang atau
kartel untuk tidak menerapkan praktik industri hijau karena persaingan harga
yang kompetitif.! Menurut data dari BPS, hingga Tahun 2025 mencatat sebanyak
31.975 perusahaan manufaktur, hanya sebanyak 146 perusahaan yang telah

?Yogy Wardhana, ‘Apa itu Green Inflation? Dampak dan Solusi untuk Mengatasinya’ (Sunterra
- Solar Energy, 6 August 2024) <https://www.sunterra.id/green-inflation/> (diakses pada 24
November 2024). h.1

10 Muhammad Hamidi, Muhammad Fadli and Yonathan Wilion, * Tinjauan Green Economy
Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia’ 2022, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 No. 1 h.12

11 Ibid.
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tersertifikasi Standar Industri Hijau.'? Dari data tersebut, bisa kita cermati bahwa
perusahaan manufaktur cenderung lambat dalam penerapan industri hijau.13.
Sementara, dasar hukum industri hijau hanya termaktub dalam UU
Perindustrian yang pemberlakuannya saat ini juga masih dilaksanakan secara
bertahap. Disamping itu, dasar hukum utama terkait persaingan usaha di
Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU
Persaingan Usaha), sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum mengalami
pembaruan hingga penelitian ini dilakukan. Keadaan ini mengakibatkan tidak
adanya pengakuan yang jelas mengenai lingkungan hidup sebagai faktor yang
dipertimbangkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Seharusnya, UU
Persaingan Usaha dapat mendorong para pelaku manufaktur untuk
menerapkan industri hijau tanpa adanya kekhawatiran ketimpangan harga antar
produsen.

Jika kita komparasikan dengan penerapan industri hijau pada yurisdiksi lain
seperti Uni Eropa yang telah lebih dulu menerapkan industri hijau. Treaty on the
Functioning of the European Union 2012/C 326/01 ( selanjutnya disebut TFEU)
Undang Undang Persaingan Uni Eropa, dimana dalam Pasal 101 UU tersebut
mengecualikan perjanjian yang sebenarnya dilarang, asalkan perjanjian tersebut
dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi atau distribusi barang, atau
mendorong kemajuan teknis atau ekonomi, dengan tetap memberikan

konsumen bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dalam hal ini

12 BPS,Direktori Industri Manufaktur 2024,
https:/ /www.bps.go0.id/id /publication/2024/10/31/d62c6b92104bd1455c¢030bb5 / direktori-
industri-manufaktur-2024.html,diakses pada 10 Mei 2025,h.1

13 Simanjuntak, Aurora. Baru 133 Industri Sabet Sertifikat Hijau, Menperin: Masih Sangat
Sedikit!, https://validnews.id/ekonomi/baru-industri-sabet-sertifikat-hijau-menperin-masih-
sangat-sedikit,diakses pada 10 Mei 2025,h.1
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adalah keberlanjutan lingkungan.# Kasus Washing Machine merupakan contoh
penting yang menunjukkan hubungan antara industri hijau dan hukum
persaingan di Eropa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1997, Conseil Européen de la
Construction Electro-Domestique (selanjutnya disebut CECED), perhimpunan 90%
produsen pasar mesin cuci di Eropa, membuat perjanjian untuk tidak
mengimpor mesin cuci yang tidak ramah lingkungan dengan berbagai
spesifikasi. CECED kemudian mengajukan perjanjian ini kepada Dewan Eropa
untuk disetujui. Setelah melakukan peninjauan dan analisis, Komisi Eropa
akhirnya menyetujui perjanjian tersebut pada awal tahun 1999. Kasus ini
menjadi contoh bagaimana perjanjian yang membatasi persaingan dapat
diperbolehkan jika memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang signifikan.
Oleh Kkarena itu, jika keberadaan kartel dapat memberikan keadilan kepada
konsumen terkait rekognisi lingkungan, maka hal tersebut dianggap
diperbolehkan. Investigasi kartel tersebut merupakan contoh bagaimana
penegakan hukum persaingan dapat berkontribusi pada Green Deal dengan
menjaga pasar tetap efisien, adil, dan inovatif. Tidak hanya itu, untuk
menyeimbangkan harga pasar antar produsen di Uni Eropa, telah membuat
pedoman perjanjian pengecualian kartel yang dilarang dalam “ Guidelines on the
applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to
horizontal ~co-operation agreements” Pengaturan tersebut  ditujukan agar
persaingan usaha yang melibatkan keberlanjutan memiliki kepastian hukum dan
mencegah multitafsir antara pemerintah dan pelaku usaha.’> Pengaturan
persaingan usaha dalam industri hijau semakin diperkuat dengan adanya Net

Zero Industry Act yang mendorong pembangunan industri berkelanjutan melalui

14 Hamidi, Fadli dan Wilion,op.cit,h.15
15 Poin 2 Guideline on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the
European Union to horizontal co-operation agreements
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dukungan pada produksi lokal teknologi bersih, percepatan proses perizinan,
dan pengelolaan rantai pasok bahan baku penting secara efisien, sambil tetap
memastikan persaingan usaha yang sehat dan inovatif.

Di Indonesia sendiri, investigasi kartel pernah terjadi pada sejumlah
perusahaan manufaktur minyak sawit yang tergabung dalam Indonesian Palm Oil
Pledge (selanjutnya disebut IPOP) dibubarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha pada tahun 2016. Keputusan ini diambil karena IPOP dianggap memiliki
potensi untuk membentuk kartel. Meski demikian, IPOP sebenarnya bertujuan
untuk meningkatkan standar keberlanjutan dalam industri minyak sawit dengan
menambahkan kriteria High Carbon Stock ( selanjutnya disebut HCS) . Standar
HCS dirancang untuk melindungi kawasan hutan dengan kandungan karbon
tinggi, yang memainkan peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan regulasi yang
jelas, sehingga memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Hal
tersebut membuat IPOP dianggap menciptakan kartel, terutama karena standar
tambahan seperti HCS dapat dianggap sebagai penghalang masuk bagi pelaku
usaha lain yang tidak mampu memenuhi kriteria tersebut. Akibatnya, KPPU
memutuskan untuk membubarkan [IPOP guna memastikan persaingan usaha
yang adil dalam industri minyak sawit.’e Oleh karena itu, kurangnya kejelasan
dalam pengaturan terkait aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha
mengakibatkan penerapan prinsip persaingan usaha menjadi kurang efektif
dalam mendorong percepatan industri hijau di Indonesia.

Penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek persaingan usaha

yang mendukung industri berkelanjutan dengan membandingkan pengaturan

16 Media Perkebunan, ‘KPPU akan Mendenda Rp750 Miliar Kepada Anggota IPOP’ ,
<https:/ /mediaperkebunan.id/kppu-akan-mendenda-rp750-miliar-kepada-anggota-ipop/>
(diakses pada 21 November 2024.) h.1
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persaingan usaha industri hijau di negara Uni Eropa yang telah dulu
menerapkan kebijakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan terutama
dalam persaingan usaha perusahaan manufaktur. Pengkajian perundang
undangan diantaranya Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan dasar
hukum Uni Eropa yakni TFEU. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis
paparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “ Pengaturan Persaingan Usaha Industri Hijau Perusahaan Manufaktur
: Studi Perbandingan Indonesia dengan Uni Eropa”. Penelitian ini akan
mengkaji tiga permasalahan utama. Pertama, apakah pengaturan industri hijau
terhadap persaingan usaha perusahaan manufaktur di Indonesia telah
memberikan kepastian hukum? Bagaimana pengaturan industri hijau terhadap
persaingan usaha perusahaan manufaktur di Uni Eropa? Serta, bagaimana
konsep pengaturan industri hijau terhadap persaingan usaha di Uni Eropa yang
dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia? Tentunya , penelitian ini untuk
mengetahui kepastian hukum dan pengaturan industri hijau dalam hukum
persaingan usaha pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep
pengaturan industri hijau di Uni Eropa yang berpotensi diadaptasi ke dalam
hukum persaingan usaha di Indonesia.
B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif (legal research)
dengan menganalisis bahan hukum formal yang relevan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Fokus kajian ini adalah UU Persaingan
Usaha , yang kemudian dibandingkan dengan TFEU, khususnya dalam bidang

persaingan usaha di industri hijau manufaktur. Pendekatan yang digunakan
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dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama. Pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah regulasi
yang relevan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk
mengidentifikasi konsep-konsep baru dalam hukum persaingan usaha dan
industri hijau, dengan merujuk pada doktrin serta pendapat ahli hukum.
Pendekatan perbandingan (comparative approach) membandingkan regulasi
industri hijau antara Indonesia dan Uni Eropa, baik dalam konteks makro (lintas
negara) maupun mikro (penerapan dalam satu negara pada periode tertentu).
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau,
TFEU, dan Net Zero Industrial Act 2024. Bahan hukum sekunder mencakup
buku teks, jurnal hukum, pendapat ahli, serta yurisprudensi yang mendukung
analisis hukum. Bahan non-hukum meliputi laporan riset, jurnal ekonomi, dan
data statistik terkait pertumbuhan industri hijau serta tren persaingan usaha di
sektor berkelanjutan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), baik dari sumber cetak maupun digital. Data
diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian untuk dianalisis lebih
lanjut. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran komprehensif mengenai pengaturan persaingan usaha dalam industri
hijau dan bagaimana Indonesia dapat mengadopsi konsep regulasi dari Uni

Eropa untuk memperkuat kebijakan industrinya.
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C. Pembahasan

1. Kepastian Hukum dalam Pengaturan Industri Hijau terhadap Persaingan
Usaha Perusahaan Manufaktur

Urgensivitas industri hijau semakin meningkat secara global seiring dengan
memburuknya krisis lingkungan dan dampak negatif dari aktivitas industri
yang tidak terkendali. Sebagai upaya penguatan ekonomi hijau (green economy),
industri hijau bertujuan membangun sistem produksi yang berkelanjutan demi
kelangsungan generasi mendatang.l” Selama ini, industri konvensional lebih
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan
keseimbangan ekosistem.!® Pola tersebut mempercepat perubahan iklim dan
memperburuk degradasi lingkungan. Akibatnya, ketidakstabilan iklim di suatu
negara semakin meningkat, yang berujung pada meningkatnya risiko bencana
alam serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Beragam perusahaan yang
belum berorientasi pada aspek lingkungan mencerminkan luasnya
ketidakpedulian terhadap pengendalian emisi karbon di berbagai sektor,
termasuk di Indonesia.®

Pemerintah Indonesia berupaya mengantisipasi peningkatan eksploitasi
sumber daya alam sebagai bahan baku industri dengan mendorong dunia usaha
untuk menerapkan efisiensi dan mengganti bahan baku dengan alternatif yang
lebih mudah diperbarui. Pengaturan mengenai industri hijau termuat dalam UU

Perindustrian yang menyatakan bahwa industri hijau merupakan industri yang

17 Loso Judijanto, “EKONOMI HIJAU SEBAGAI SOLUSI KEBERLANJUTAN:
TINJAUAN LITERATUR DARI PERSPEKTIF SOSIAL DAN EKONOML,” ournal of Community
Dedication Vol 5, no. 1 (2025.): diakses pada 21 Februari 2025,h.42.

18 Arnida Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di
Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementas] (Bandung: Unpad Press, 2018),h.8

19 Lina Apriliani, Kadir Kadir, dan Syaiful Hifni, “Sustainability Accounting: Nilai
Perusahaan Dan Carbon Emission Disclosure,” Gorontalo Accounting Journal Vol.7, no. 1 2024): 91,
diakses pada 21 Februari 2025,h.92
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dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat.?? Penerapan standar ini dilaksanakan
secara bertahap dan menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan industri untuk
mematuhinya.?! Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan
dikenakan sanksi administratif, yang meliputi peringatan tertulis, denda
administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri, atau
pencabutan izin usaha industri. Aturan tersebut menyatakan bahwa penerapan
industri hijau harus dilakukan oleh semua sektor industri di Indonesia.?
Namun, realitas di lapangan menunjukkan keadaan yang berbanding terbalik.
Masih terdapat banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep industri
hijau, terutama di sektor manufaktur, yang menjadi penyumbang terbesar emisi
karbon di Indonesia. Sektor manufaktur sendiri menyumbang emisi sebesar
340,71 juta ton CO2e, atau sekitar 38% dari total emisi industri nasional.
Berdasarkan laporan Neraca Arus Energi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik
dalam evaluasi tahun 2024, angka tersebut menjadikan sektor manufaktur
sebagai kontributor terbesar emisi karbon di Indonesia pada tahun 2022. Di sisi
lain, Menurut data dari BPS, hingga Tahun 2025 mencatat sebanyak 31.975
perusahaan manufaktur, hanya sebanyak 146 perusahaan yang telah
tersertifikasi Standar Industri Hijau.?? Angka tersebut belum mencapai 50% dari

target yang diharapkan untuk mendorong perusahaan manufaktur dalam

20 Pasal 1 ayat (3) UU Perindustrian

21 Pasal 80 ayat (1) UU Perindustrian

22 Pasal 80 ayat (4) UU Perindustrian

23 BPS,Direktori Industri Manufaktur 2024,
https:/ /www.bps.¢o.id/id/publication/2024/10/31/d62c6b92104bd1455c030bb5 / direktori-
industri-manufaktur-2024.html,diakses pada 10 Mei 2025,h.1
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menerapkan industri hijau. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan
faktor-faktor yang menyebabkan industri manufaktur cenderung lambat dalam
mengimplementasikan konsep industri hijau.

Industri hijau memiliki keterkaitan erat dengan penerapan hukum
persaingan usaha. Hukum persaingan usaha memegang peranan penting dalam
memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha serta
masyarakat. Selain itu, hukum ini menjadi pilar utama dalam penegakan aturan
yang mencakup larangan, anjuran, dan pemberian sanksi terkait persaingan
usaha.?* Dalam upaya menerapkan industri hijau yang berorientasi pada
kelestarian lingkungan, terdapat biaya tambahan yang harus ditanggung oleh
pelaku ekonomi, termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Misalnya,
dalam proses pendaftaran SIH, produsen perlu membayar biaya atas
penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan atau berinvestasi dalam
pengembangan energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penggunaan
kemasan ramah lingkungan juga berdampak pada konsumen, yang harus
membayar lebih untuk memperoleh produk tersebut, tanpa memiliki alternatif
produk konvensional yang lebih murah. Penerapan biaya tambahan dalam
industri hijau tersebut dapat berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga
prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan
manufaktur dengan permintaan tinggi dan distribusi luas di masyarakat, seperti
perusahaan fast-moving consumer goods (selanjutnya disebut FMCG) di sektor
makanan, minuman, deterjen, dan lain lain. Produk-produk tersebut memiliki

tingkat persaingan harga yang ketat, sementara konsumen cenderung memilih

2 Galuh Puspaningrum, Ikarini Dani Widayanti and Mardi Handono, ‘Pengembanan
Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha Di Indonesia” (2023) Vol.9,No.1
DIVERSI : Jurnal Hukum <https:/ / ejournal.uniska-
kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/ view/3825> diakses pada 24 Januari 2025,h.174
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opsi yang lebih murah. Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur menghadapi
tantangan dalam menerapkan industri hijau, yang sering kali membutuhkan
biaya tambahan, sehingga proses implementasinya cenderung berjalan lebih
lambat.

Kearney menemukan bahwa dalam produksi makanan, fashion, elektronik,
dan barang tahan lama yang berkelanjutan, terdapat tiga faktor utama yang
menyebabkan peningkatan biaya, yaitu:?

1. Kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh penggunaan bahan
organik, tenaga kerja yang lebih mahal, hasil panen yang lebih kecil,
kebutuhan ruang pemeliharaan yang lebih luas untuk hewan, serta waktu
pemeliharaan yang lebih lama.

2. Biaya tambahan akibat sertifikasi, seperti sertifikasi organik atau fair trade.

3. Peningkatan biaya karena skala ekonomi yang lebih kecil, mengingat
volume produksi makanan organik lebih rendah dibandingkan makanan
non-organik, serta perlunya pemisahan dalam proses distribusi.

Selain itu, bahan mentah seperti etilena, baja, dan semen yang digunakan di
berbagai industri saat ini belum memiliki alternatif hijau yang layak secara
komersial.?6 Untuk mencapai target zero carbon, pengguna bahan-bahan
tersebut perlu berkomitmen terhadap upaya menangkap kembali emisi yang
dihasilkan. Kondisi tersebut dikenal sebagai green inflation, yaitu peningkatan
harga barang dan jasa yang terjadi akibat transisi menuju ekonomi net-zero, yang

lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.?” Meskipun bertujuan untuk

2% Muhammad Hamidi, Muhammad Fadli, dan Yonathan Wilion,op.cit,h.12

2 Sushree Mishra, “Can Green Steel Help Us Reach Net Zero?,” Earth.Org, 17 November
2023, https:/ / earth.org/can-green-steel-help-us-reach-net-zero/,diakses pada 21 Februari 2025.

2 kmmh.fkt, “Mengenal Lebih Dekat terkait Greenflation - Keluarga Mahasiswa
Manajemen Hutan,” 31 Mei 2024, https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2024/05/31/ mengenal-lebih-
dekat-terkait-greenflation/,diakses pada 21 Februari 2025,h.1
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mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, green inflation justru
meningkatkan beban biaya bagi berbagai sektor terutama sektor energi dan
manufaktur.?? Maka dari itu, memahami dan merancang strategi yang tepat
menjadi hal penting untuk menghindari dampak green inflation.

Konsep ekonomi hijau telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan
nasional, khususnya dalam RPJMN 2020-2024, dengan tiga program utama, yaitu
perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.? Pemerintah juga
berkomitmen untuk menerapkan konsep ekonomi hijau dengan melibatkan
pelaku industri, di mana perusahaan industri diwajibkan menjaga keseimbangan
serta kelestarian sumber daya alam dalam setiap proses industrinya. Namun,
regulasi utama terkait persaingan usaha di Indonesia, yakni UU Persaingan
Usaha, telah berusia lebih dari dua dekade lebih tanpa pembaruan hingga skripsi
ini disusun. Akibatnya, aspek lingkungan belum secara eksplisit diakui sebagai
pertimbangan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.3 Berbeda dengan
faktor lingkungan, aspek sosial telah mendapat perhatian lebih melalui kebijakan
antikompetitif, seperti kewajiban bagi usaha besar untuk bermitra dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).3! Bahkan, dalam

beberapa sektor tertentu, aturan ini secara khusus ditujukan untuk UMKM,

28 Hani Muthmainnah, “Inflasi Hijau: Pengertian, Penyebab, Dampak, Cara Mengatasi,
dan Contohnya,” detikedu, , https:/ /www.detik.com/edu/detikpedia/d-7664848/inflasi-hijau-
pengertian-penyebab-dampak-cara-mengatasi-dan-contohnya, diakses 21 Februari 2025,h.1

2 Retnosuryandari,” Ekonomi Hijau - Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM,”
https:/ /pslh.ugm.ac.id/ekonomi-hijau/, diakses 21 Februari 2025,h.1

30 Muhammad Hamidi, Muhammad Fadli, dan Yonathan Wilion,op.cit,h.8

31 “Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM - Kementerian Investasi Fasilitasi
Kemitraan Usaha Besar Dan UMKM,” https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/kementerian-
investasi-fasilitasi-kemitraan-usaha-besar-dan-umkm. diakses 21 Februari 2025,h.1
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3?

Jika diteliti lebih lanjut, aspek lingkungan sebenarnya termasuk dalam asas
dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha.
Lingkungan dapat dikategorikan dalam cakupan frasa "kepentingan umum,"
yang secara eksplisit dibedakan dari "kepentingan pelaku usaha" dalam Pasal 2
undang-undang tersebut. Kepentingan umum dapat dimaknai sebagai
kepentingan individu yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang
diinginkan oleh masyarakat luas, seperti jaminan keamanan, kualitas hidup yang
layak, udara bersih, dan air bersih.3> Menurut Andi Fahmi Lubis, Pertimbangan
kepentingan umum dapat diterapkan melalui pendekatan rule of reason.
pendekatan ini memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor
kompetitif sebelum menentukan apakah suatu perjanjian melanggar hukums34.
Roscoe Pound membagi kepentingan hukum menjadi tiga kategori, yaitu
kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial.?® Ia
mendefinisikan kepentingan umum sebagai "claims or demands or desires involved
in life in a politically organised society and are asserted in title of that organisation. They

are commonly treated as the claims of a politically organised society thought of as a legal

32 Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Fatma Ulfatun Najicha, dan Waluyo Waluyo,
“Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Discretie Vol.4, no. 1
(2023): 170, https:// doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712,h.72

3 Roosje Lasut dan Atie Olii, “PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” Vol.9 no. 4 (2021),diakses
pada 21 Februari 2025,h.72

3 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Edisi 2 (Jakarta: KPPU, 2017),h.75-76

% Agung Sisma Annisa Fianni, “Memahami Teori Kepentingan Roscoe Pound Lengkap -
Internasional Katadata.co.id,” 31 Januari 2023,
https:/ /katadata.co.id/berita/internasional / 63d7f84c88d4a/ memahami-teori-kepentingan-
roscoe-pound-lengkap,diakses pada 21 Februari 2025,h.1
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entity." Sementara itu, kepentingan pelaku usaha hanya merupakan akumulasi
dari kepentingan individu pemegang saham, yang pada dasarnya berorientasi
pada keuntungan. Pound juga mendefinisikan kepentingan individu sebagai
"claims or demands or desires involved immediately in the individual life and asserted in
title of that life." 36

Di Indonesia sendiri, investigasi kartel pernah terjadi pada sejumlah
perusahaan manufaktur minyak sawit yang tergabung dalam IPOP dibubarkan
oleh KPPU pada tahun 2016. Keputusan ini diambil karena IPOP dianggap
memiliki potensi untuk membentuk kartel. Meski demikian, IPOP sebenarnya
bertujuan untuk meningkatkan standar keberlanjutan dalam industri minyak
sawit dengan menambahkan kriteria HCS . Standar HCS dirancang untuk
melindungi kawasan hutan dengan kandungan karbon tinggi, yang memainkan
peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, tindakan tersebut
tidak didukung oleh dasar hukum dan regulasi yang jelas, sehingga
memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Hal tersebut
membuat IPOP dianggap menciptakan Kkartel, terutama karena standar
tambahan seperti HCS dapat dianggap sebagai penghalang masuk bagi pelaku
usaha lain yang tidak mampu memenuhi kriteria tersebut. Akibatnya, KPPU
memutuskan untuk membubarkan IPOP guna memastikan persaingan usaha
yang adil dalam industri minyak sawit.” Kurangnya kejelasan dalam
pengaturan terkait aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha
mengakibatkan penerapan prinsip persaingan usaha menjadi kurang efektif

dalam mendorong percepatan industri hijau di Indonesia.

3 ibid

% Media Perkebunan, ‘KPPU akan Mendenda Rp750 Miliar Kepada Anggota IPOP’ ,
<https:/ /mediaperkebunan.id/kppu-akan-mendenda-rp750-miliar-kepada-anggota-ipop/>
(diakses pada 21 November 2024.) h.1
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Dengan demikian, meskipun aspek lingkungan dapat dimasukkan dalam
kepentingan umum, konsep industri hijau hingga saat ini belum diakui secara
eksplisit dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam UU
Persaingan Usaha. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk
bersikap santai tidak menerapkan industri hijau.

2. Pengaturan Persaingan Usaha Industri Hijau Perusahaan Manufaktur di

Uni Eropa

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang mencakup 27 negara anggota
di kawasan Eropa, termasuk Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Jerman,Kroasia,
dan lainnya.3® Kawasan tersebut memiliki keunggulan dalam teknologi
manufaktur canggih, dengan proporsi tertinggi dalam aplikasi paten global serta
jumlah perusahaan penerima pendanaan modal ventura terbanyak. Sebanyak 27
negara anggota Uni Eropa menyumbang 22% dari total output manufaktur
global dan menghasilkan surplus perdagangan barang manufaktur sebesar €421
miliar per tahun.?® Faktor tersebut menjadikan Uni Eropa sebagai organisasi
maju dengan perusahaan manufaktur yang berkembang pesat dibandingkan
dengan negara lainnya. Sebagai entitas ekonomi yang berpengaruh, Uni Eropa
memiliki peran penting dalam berbagai kebijakan global, termasuk upaya
mitigasi perubahan iklim yang diakibatkan oleh manufakturnya yang besar.
Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah European Green Deal, yang

kini diarahkan menjadi kesepakatan dekarbonisasi industri.4 Kesepakatan

3 Gov.UK,”Countries in the EU and EEA,” GOV.UK, , https://www.gov.uk/eu-eea,
diakses 22 Februari 2025,h.1

% European Commision”Manufaktur Canggih - Komisi Eropa,” https://research-
andinnovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/advanced-
manufacturing_en, diakses 20 Februari 2025,h.1

40 The EU Green Deal
Explained,”https:/ /www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/ publications/c50c4cd9/ the
eu-green-deal-explained, diakses 20 Februari 2025,h.1
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tersebut menegaskan bahwa industri hijau diperlukan guna menjamin
ketersediaan pasokan bahan baku esensial yang mendukung pengembangan
teknologi ramah lingkungan, seperti hidrogen bersih, sel bahan bakar, bahan
bakar alternatif, penyimpanan energi, serta penangkapan, penyimpanan, dan

pemanfaatan karbon.#!

Sejalan dengan komitmen global terhadap lingkungan, Uni Eropa telah
menerapkan Kesepakatan Paris dalam lingkup regional sejak tahun 2015.42
Kesepakatan Paris sendiri merupakan perjanjian yang disepakati dalam
Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris pada 30 November
- 11 Desember 2015. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 55 negara yang
menyumbang setidaknya 55% dari total emisi global.#> Kesepakatan tersebut

menetapkan sejumlah poin utama, antara lain.#

1. Menargetkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2°C
dibandingkan dengan era pra-industri, serta berupaya menekannya
hingga di bawah 1,5°C.

2. Berlaku secara universal untuk semua negara, dengan negara maju
bertanggung jawab memimpin pengurangan emisi dan penyediaan

pendanaan, sementara negara berkembang diberikan fleksibilitas.

4 Ibid

4 Yosua Saut Marulitua Gultom dkk., “Kekuatan Normatif Diplomasi Lingkungan Uni
Eropa Dalam Conference of
the Parties (COP) 26,” Hasanuddin Journal of International Affairs Vol.4, no. 01 (15 Februari 2024):
22-30,https:/ / doi.org/10.31947 / hjirs.v4i01.31938,diakses pada 20 Februari 2025,h.24

4 Sunarti Sunarti, S. Y. Pudjianto, dan Ori Fahriansyah, “PERAN UNI EROPA DALAM
PENERAPAN
EKONOMI HIJAU STUDI KESEPAKATAN PARIS TAHUN 2015-2018,” SOVEREIGN: Jurnal

Hubungan Internasional Vol 4, no. 1 (30 Juni 2022),
https:/ /jurmafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/3025,h.311
4 Tbid
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3. Setiap negara wajib mengajukan Intended Nationally Determined
Contribution (selanjutnya disebut INDC) setiap lima tahun, dengan
peningkatan komitmen secara bertahap.

4. Mengakui pentingnya upaya adaptasi, terutama bagi negara-negara yang
rentan terhadap dampak perubahan iklim.

5. Melakukan evaluasi global setiap lima tahun, dimulai pada 2023.

6. Negara maju bertanggung jawab dalam penyediaan dan penggalangan
dana dari berbagai sumber, sementara negara berkembang dapat
memberikan kontribusi secara sukarela.

Beberapa poin yang telah disebutkan, khususnya poin pertama, kedua,
ketiga, dan keenam, menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki peran yang
signifikan dalam implementasi Kesepakatan Paris. Posisi ini sebagian besar
dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi negara-negara Eropa serta teknologi yang
berkembang pesat. Selain itu, Uni Eropa juga termasuk pelopor dalam
penerapan kebijakan lingkungan dan berperan aktif dalam pemanfaatan sumber
daya alam yang terbarukan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan dekarbonisasi industri, Uni Eropa
telah menerbitkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah NZIA, sebuah
undang-undang yang bertujuan meningkatkan kapasitas manufaktur teknologi
hijau. Peraturan ini merupakan bagian dari European Green Deal, yang
diumumkan oleh Presiden von der Leyen pada 1 Februari 2023. Undang-undang
tersebut dirancang untuk memastikan bahwa industri di Eropa mampu
memproduksi panel surya, turbin angin, pompa panas, serta peralatan teknologi
bersih lainnya hingga mencapai 40% dari kebutuhan. Selain itu, NZIA juga

menyederhanakan proses perizinan bagi proyek-proyek peningkatan produksi
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di Uni Eropa, dengan menetapkan sebagian besar izin harus diterbitkan dalam
rentang waktu enam hingga sembilan bulan.5

Keberadaan Uni Eropa didasarkan pada TFEU, yang mengatur hukum
persaingan atau competition law. Regulasi terkait persaingan diatur dalam
perjanjian Uni Eropa, dengan tujuan untuk memastikan adanya persaingan yang
sehat dalam pasar tunggal Eropa.4¢ Sumber utama hukum persaingan di Uni
Eropa berasal dari ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
Penegakan aturan tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Eropa, yang
memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum
persaingan. Dalam TFEU, beberapa pasal mengatur larangan terhadap
kesepakatan yang bertujuan atau berdampak pada pembatasan persaingan,
penyalahgunaan posisi dominan, serta pemberian bantuan negara. Selain
regulasi utama ini, berbagai aturan, pedoman, dan pemberitahuan tambahan
juga telah diterbitkan untuk mengawasi aspek lain, seperti penggabungan usaha
dan konsentrasi pasar.#”

Dalam upaya mempromosikan praktik ramah lingkungan, Komisi Eropa
telah menunjukkan kesediaan untuk mengecualikan beberapa pengaturan
persaingan usaha dalam hal perjanjian yang bertujuan untuk melindungi

lingkungan, sesuai dengan Pasal 101(3) TFEU. Pasal 101 memiliki penekanan

4 Hari Widowati Paripurna M. Arsyad, “Uni Eropa Sahkan UU Peningkatan Produksi
Teknologi Hijau - Investasi
Hijau Katadata.co.id,” 28 Mei 2024, https:/ /katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-
hijau/66556a3f2a3fd/uni-eropasahkan-uu-peningkatan-produksi-teknologi-hijau,diakses pada
20 Ferbuari 2025,h.1

46 Sunarti Sunarti, op.cit,h.134

47 Comparison of Competition Law and Policy in the US, EU, UK, China, and Canada |
Bipartisan Policy Center,” https://bipartisanpolicy.org/blog/comparison-of-competition-law-
and-policy-in-the-us-eu-uk-china-and-canada/. diakses 20 Februari 2025,h.1
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sebagai berikut.#® Ayat (1) menekankan pada larangan praktik yang tidak sesuai
dengan pasar internal yang berbunyi: “Hal-hal berikut dilarang karena tidak
sesuai dengan pasar internal yakni semua perjanjian antara pelaku usaha,
keputusan oleh asosiasi pelaku usaha, dan praktik bersama yang dapat
memengaruhi perdagangan antar Negara Anggota dan yang bertujuan atau
berdampak pada pencegahan, pembatasan, atau distorsi persaingan dalam pasar

internal, terutama yang;:

a. secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga pembelian atau
penjualan atau syarat perdagangan lainnya;

b. membatasi atau mengendalikan produksi, pasar, pengembangan teknis,
atau investasi;

c. membagi pasar atau sumber pasokan;

d. menerapkan kondisi yang berbeda untuk transaksi yang setara dengan
mitra dagang lainnya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang
merugikan dalam persaingan;

e. membuat penyelesaian kontrak bergantung pada penerimaan kewajiban
tambahan oleh pihak lain, yang berdasarkan sifatnya atau praktik dagang
tidak berkaitan dengan isi kontrak tersebut.”

Ayat (3) memiliki Pengecualian dari Larangan bahwa “Ketentuan dalam
paragraf 1 dapat dinyatakan tidak berlaku jika :
1) Perjanjian atau kategori perjanjian antar pelaku usaha,

2) Keputusan atau kategori keputusan oleh asosiasi pelaku usaha,

48 Komisi Eropa,’Consolidated Version of Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU) - Official Journal of European Union C 326/47 ,2012,
https:/ /eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/ TXT:en:PDF diakses
pada 25 November 2024,h.1
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3) Praktik bersama atau kategori praktik bersama, memberikan kontribusi
pada peningkatan produksi atau distribusi barang, atau pada kemajuan teknis
atau ekonomi, dengan memberikan konsumen bagian yang adil dari manfaat
yang dihasilkan, serta tidak:

a) memberlakukan pembatasan pada pelaku usaha yang tidak diperlukan
untuk mencapai tujuan ini;

b) memberikan peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk menghilangkan
persaingan dalam bagian substansial dari produk yang bersangkutan.”

Pasal tersebut bertujuan melindungi integritas pasar internal Uni Eropa
dengan melarang praktik bisnis yang mengganggu persaingan sehat antar
negara anggota. Pasal 101 ayat (3) TFEU menjadi dasar hukum bagi pengecualian
terbatas terhadap larangan perjanjian antara pelaku usaha yang berpotensi
menghambat persaingan di pasar internal Uni Eropa. Ketentuan ini memberikan
ruang bagi perjanjian yang secara nyata menghasilkan efisiensi dan manfaat
ekonomi, sepanjang konsumen tetap memperoleh bagian yang adil dari manfaat
tersebut, dan perjanjian tersebut tidak menghilangkan persaingan secara
substansial. Ketentuan dalam Pasal 101(3) TFEU telah mengalami perkembangan
dan penyesuaian seiring waktu melalui berbagai instrumen hukum sekunder
yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa. Salah satu perkembangan terbaru
tercermin dalam Commission Regulation (EU) 2023/1066 of 1 June 2023 on the
application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to
certain categories of research and development agreements. Regulasi ini bertujuan
untuk memperjelas penerapan ketentuan Pasal 101(3) khususnya terhadap
perjanjian litbang (riset dan pengembangan), sehingga mengurangi
ketidakpastian hukum dan potensi perdebatan. Hal ini juga ditegaskan dalam

pidato kunci Executive Vice-President Margrethe Vestager pada Konferensi
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Persaingan IBA ke-25, yang disampaikan oleh Inge Bernaerts, selaku Direktur di
Komisi Eropa, Directorate-General for Competition.

Dalam konsideran (bagian pembuka) Peraturan Komisi tersebut,
khususnya poin ke-2, dinyatakan bahwa kebijakan persaingan Uni Eropa secara
eksplisit mendukung pencapaian tujuan dari European Green Deal atau
Kesepakatan Hijau Eropa.#® Hal ini kemudian dipertegas melalui terbitnya
pedoman baru yaitu Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the
Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, yang
menggantikan pedoman sebelumnya dari tahun 2011. Pedoman ini dirancang
untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menilai
kesesuaian perjanjian kerja sama horizontal dengan aturan persaingan Uni
Eropa, sekaligus memastikan tetap terjaganya perlindungan terhadap
persaingan yang efektif termasuk yang mendukung transisi hijau dan digital,
serta peningkatan resiliensi pasar internal.®® Sebagai perwujudan komitmen
Komisi Eropa dalam mendukung pencapaian tujuan European Green Deal, Bab 9
dari pedoman tersebut secara khusus memberikan arahan normatif mengenai
penilaian terhadap perjanjian kerja sama yang berorientasi pada keberlanjutan.
Bab ini menguraikan batasan serta ruang lingkup jenis-jenis perjanjian yang
dapat dikecualikan dari larangan dalam Pasal 101 ayat (1) TFEU melalui
penerapan Pasal 101 ayat (3) TFEU. Secara lebih rinci, pada poin 9.4 ditetapkan

empat kualifikasi utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian

4 Introduce (2) Commission Regulation (EU) 2023/1066 of 1 June 2023 on the application of
Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain
categories of research and development agreements

50 Poin 2 Guideline on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the
European Union to horizontal co-operation agreements
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keberlanjutan dapat memperoleh pengecualian berdasarkan ketentuan tersebut

sebagai berikut.>!

1. Keuntungan Efisiensi (Efficiency Gains)

Perjanjian keberlanjutan yang membatasi persaingan dapat dikecualikan dari
larangan Pasal 101(1) TFEU apabila memenuhi syarat dalam Pasal 101(3), salah
satunya adalah menghasilkan keuntungan efisiensi. Perjanjian harus
memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi atau distribusi barang,
atau mendorong kemajuan teknis maupun ekonomi. Efisiensi ini dapat berupa
penurunan biaya, peningkatan kualitas dan ragam produk, serta percepatan
inovasi. Contoh bentuk efisiensi adalah penggunaan teknologi yang lebih ramah
lingkungan, pengurangan limbah produksi, atau perbaikan dalam rantai
distribusi. Namun, manfaat-manfaat tersebut tidak boleh hanya diduga,
melainkan harus dapat dibuktikan secara objektif, konkret, dan dapat
diverifikasi, misalnya melalui data teknis atau estimasi dampak lingkungan yang

dapat diuji.

2. Indispensability (Keharusan atau Ketaktersediaan Alternatif yang Lebih Sedikit

Membatasi)

Syarat kedua adalah bahwa perjanjian tidak boleh memuat pembatasan
terhadap persaingan yang tidak diperlukan secara mutlak untuk mencapai
manfaat keberlanjutan. Para pihak harus mampu menunjukkan bahwa tidak ada
cara lain yang lebih ringan pembatasannya dan tetap dapat mencapai manfaat
tersebut. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku usaha seharusnya mampu

mencapai tujuan keberlanjutan secara mandiri, karena jika konsumen

51 Poin 9.4 Guideline on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the
European Union to horizontal co-operation agreements
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menghargai produk berkelanjutan, pasar akan menyesuaikan. Namun, kerja
sama dapat menjadi perlu ketika manfaat keberlanjutan sulit dinilai oleh
konsumen akibat keterbatasan informasi, atau ketika kerja sama dibutuhkan
untuk mencegah terjadinya "free-riding" atas investasi awal. Selain itu, perjanjian
dapat dibenarkan jika diperlukan untuk mencapai skala ekonomi dalam

pelaksanaan sistem label keberlanjutan, asalkan pembatasannya proporsional

dan tidak berlebihan.

3. Pembagian Manfaat yang Adil kepada Konsumen (Fair Share to Consumers)

Syarat ketiga mewajibkan bahwa manfaat keberlanjutan yang dihasilkan oleh
perjanjian harus diterima secara adil oleh konsumen yang terdampak.
Konsumen dimaksud termasuk pengguna langsung maupun tidak langsung
dari produk terkait. Manfaat ini dapat berupa manfaat langsung (individual use
value), seperti peningkatan kualitas, rasa, atau daya tahan produk, serta manfaat
tidak langsung (individual non-use value), seperti rasa puas atas kontribusi
produk terhadap lingkungan hidup. Misalnya, pengurangan kemasan plastik
yang menyebabkan biaya produksi dan harga turun, atau produk dengan bahan
organik yang lebih sehat meskipun lebih mahal, tetap dapat memenuhi syarat ini

jika manfaatnya melebihi kerugian yang dialami konsumen.

4. Keterlibatan Otoritas Publik (Involvement of Public Authorities)

Syarat terakhir menegaskan bahwa keterlibatan otoritas publik, baik nasional
maupun lokal, dalam proses perjanjian keberlanjutan tidak serta-merta
menghilangkan penerapan Pasal 101 TFEU. Apabila otoritas hanya mendorong
atau memfasilitasi perjanjian, maka perjanjian tetap tunduk pada ketentuan
persaingan. Namun, apabila pelaku usaha secara hukum diwajibkan atau

dipaksa oleh otoritas publik untuk menyepakati perjanjian tertentu, maka
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tanggung jawab berdasarkan Pasal 101 dapat dikecualikan karena hilangnya
otonomi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, peran Komisi Eropa menjadi sangat krusial
dalam menentukan apakah suatu kegiatan usaha tergolong sebagai pelanggaran
sesuai dengan Pasal 101-109 TFEU, terutama dalam penerapan pengecualian
yang diatur dalam Pasal 101 ayat 3. Pentingnya peran ini juga dapat dilihat dari
berbagai kasus persaingan di sektor manufaktur di Uni Eropa.

a. Kasus Persaingan Manufaktur di Uni Eropa (secara luas)>?

Kasus persaingan manufaktur mesin cuci menjadi preseden yang
menunjukkan keterkaitan antara industri hijau dan hukum persaingan usaha di
Eropa. Kasus ini bermula pada tahun 1997, ketika CECED, yang mewakili lebih
dari 90% pasar mesin cuci di Eropa, menyepakati perjanjian untuk tidak
mengimpor mesin cuci dengan spesifikasi yang tidak ramah lingkungan. CECED
kemudian mengajukan perjanjian tersebut kepada European Council untuk
mendapatkan persetujuan. Setelah melakukan tinjauan dan analisis, pada awal
tahun 1999, Komisi Eropa menyetujui perjanjian tersebut berdasarkan sistem
pengecualian individu yang berlaku saat itu. Perjanjian ini mengharuskan
produsen peralatan rumah tangga untuk menghentikan produksi mesin cuci,
pemanas air, dan mesin pencuci piring yang kurang efisien dalam konsumsi
energi. Keputusan tersebut didasarkan pada analisis biaya-manfaat (cost-benefit
analysis), di mana manfaat yang diperoleh konsumen berupa penghematan
energi dan dampak lingkungan yang lebih baik dianggap lebih besar
dibandingkan dengan kenaikan harga mesin cuci. Komisi beralasan bahwa
perjanjian tersebut dapat mengurangi biaya tersembunyi dari penggunaan mesin

cuci yang tidak ramah lingkungan, seperti pencemaran air dan lingkungan,

52 Muhammad Hamidi, Muhammad Fadli, dan Yonathan Wilion, op.cith.9
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dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, serta konsumsi listrik yang
berlebihan.

Selain itu, Komisi Eropa juga mempertimbangkan manfaat lingkungan dari
larangan impor mesin cuci yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, dengan
diberlakukannya larangan tersebut, Komisi Eropa juga menilai bahwa perjanjian
tersebut kemungkinan tidak akan menyebabkan kenaikan harga mesin cuci bagi
konsumen. Persetujuan ini menunjukkan bahwa Komisi bersedia memberikan
pengecualian terhadap aturan persaingan usaha untuk perjanjian yang
mendukung keberlanjutan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 101(3)
TFEU. Komisi juga mengeluarkan pemberitahuan resmi yang menyatakan
dukungannya terhadap kesepakatan produsen mesin cuci Eropa untuk
menghentikan produksi dan impor model-model yang tidak efisien secara
energi. Menurut penelitian Rainer, perjanjian ini berhasil mengurangi konsumsi
energi mesin cuci baru sebesar 15-20% pada akhir tahun 1999. Selain itu,
kebijakan ini berdampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi polusi
dan menekan biaya penggunaan mesin cuci bagi konsumen. Sebagai tindak
lanjut, CECED berkomitmen untuk mengirimkan laporan tahunan kepada
Komisi Eropa, yang disusun oleh konsultan independen, guna memantau
perkembangan pengurangan konsumsi energi serta menyediakan basis data
mengenai model mesin cuci yang tersedia di pasar. Kesepakatan ini memberikan
manfaat ganda, yaitu pengurangan biaya energi bagi konsumen serta penurunan
emisi CO2 yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Komisi Eropa
menilai bahwa perjanjian ini dapat mendorong produsen untuk meningkatkan
efisiensi energi pada mesin cuci, sekaligus memberikan insentif bagi inovasi

teknologi yang lebih berkelanjutan. Tanpa adanya perjanjian ini, produsen
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cenderung tidak memiliki dorongan yang cukup untuk berinvestasi dalam
pengembangan teknologi ramah lingkungan.
b. Kasus Persaingan Manufaktur di Jerman

Komisi Eropa menjatuhkan denda sebesar US$1 miliar (Rp14,5 triliun)
kepada Volkswagen Group dan BMW karena bersekongkol dengan Daimler
dalam menahan pengembangan teknologi yang dapat mengurangi emisi
berbahaya dari kendaraan.® Margrethe Vestager, menjatuhkan denda sebesar
€875 juta kepada produsen mobil Jerman karena bersekongkol membatasi
pengembangan teknologi emisi bersih. Antara tahun 2009 hingga 2014, BMW,
VW (Volkswagen, Audi, dan Porsche), serta Daimler mengadakan pertemuan
teknis bernama "circle of five" untuk menyepakati penundaan inovasi teknologi
yang bisa mengurangi gas nitrogen oksida berbahaya dari mobil diesel. Vestager
menegaskan bahwa kelima produsen mobil tersebut sebenarnya memiliki
teknologi untuk mengurangi emisi berbahaya. Namun, mereka memilih untuk
tidak bersaing dalam memaksimalkan penggunaan teknologi ini di luar standar
yang diwajibkan oleh hukum. Vestager menekankan bahwa persaingan yang
sehat dan inovasi dalam pengelolaan polusi kendaraan sangat penting bagi
pencapaian target lingkungan Eropa.>*

Biasanya, kartel terbentuk untuk menetapkan harga. Namun, dalam kasus
ini, Komisi Eropa menyatakan bahwa persekongkolan dalam pengembangan
teknologi juga dapat dianggap sebagai kartel, sesuai dengan TFEU. Sebagai

tindak lanjut, Komisi Eropa mengirimkan surat kepada para produsen mobil

5 Otomotif, “Kartel Otomotif Jerman: Daimler, VW dan BMW Didenda Rp14,5 T,”
https:/ /www.cnnindonesia.com/otomotif/20210709104150-579-665360/ kartel-otomotif-
jerman-daimler-vw-danbmw-didenda-rp145-t, diakses 22 Februari 2025,h.1

5 POLITICO, 2021, “EU fines German car cartel €875M over clean emissions technology,”
https:/ /www.politico.eu/article/ eu-fines-german-car-cartel-e875m-over-exhaust-gases-
emissions/,diakses pada 22 Februari 2025,h.1
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untuk memberikan panduan tentang diskusi yang diperbolehkan antar pesaing,
seperti standar industri dan posisi bersama dalam regulasi. Vestager
menjelaskan bahwa melobi diperbolehkan, tetapi perusahaan tidak boleh
membuat kesepakatan yang membatasi inovasi. Seorang pengacara persaingan
usaha, Maurits Dolmans, menyatakan bahwa produsen boleh sepakat untuk
melakukan lebih dari yang diwajibkan oleh hukum jika insentifnya tidak cukup.
Namun, mereka tidak boleh membatasi seberapa jauh mereka dapat melampaui
aturan atau menentukan secara kolektif bagaimana mereka akan mengurangi
polusi.®

Kasus ini menunjukkan bahwa kartel tidak hanya terbentuk untuk mengatur
harga, tetapi juga dapat menghambat inovasi yang seharusnya menguntungkan
lingkungan. Vestager menekankan pentingnya persaingan sehat dalam
pengelolaan polusi kendaraan guna mencapai target lingkungan Uni Eropa.
Kelima produsen mobil yang tergabung dalam "circle of five" sebenarnya
memiliki teknologi untuk mengurangi emisi berbahaya, tetapi memilih untuk
tidak bersaing dalam penerapannya. Tindakan Komisi Eropa mengirimkan
pesan kuat bahwa penghambatan inovasi teknologi yang bertujuan melindungi
lingkungan tidak akan ditoleransi. Dengan adanya panduan baru bagi produsen,
diharapkan persaingan tetap terjadi tanpa melanggar prinsip inovasi dan
kebijakan hijau Uni Eropa.

Kasus Washing Machine dan kasus kartel industri manufaktur di Jerman
memiliki keterkaitan dalam hukum persaingan usaha dan kebijakan lingkungan
Uni Eropa. Keduanya menunjukkan bagaimana regulasi persaingan dapat
berinteraksi dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, tetapi dengan pendekatan

yang berbeda. Dalam kasus Washing Machine, Komisi Eropa memberikan

% Ibid
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pengecualian terhadap aturan antimonopoli karena perjanjian yang dibuat oleh
CECED dinilai membawa manfaat lebih besar bagi lingkungan dan efisiensi
energi. Perjanjian ini membantu mengurangi konsumsi energi mesin cuci,
menekan emisi karbon, serta menurunkan biaya operasional bagi
konsumen.Sebaliknya, dalam kasus industri otomotif Jerman, Komisi Eropa
justru menjatuhkan denda besar kepada produsen mobil karena bersekongkol
untuk menahan inovasi teknologi emisi bersih. Produsen mobil memiliki
kemampuan untuk mengurangi emisi berbahaya, tetapi mereka memilih untuk
menunda penerapannya demi kepentingan bisnis. Perbedaan perlakuan dalam
dua kasus ini mencerminkan bahwa kerja sama antar pesaing dapat
diperbolehkan jika bertujuan untuk keberlanjutan, tetapi akan dilarang jika
bertujuan menghambat inovasi dan merugikan kepentingan publik serta
lingkungan. Dengan demikian, hukum persaingan usaha tidak hanya menjaga
keadilan di pasar, tetapi juga berperan dalam mempercepat pencapaian tujuan
lingkungan dan ekonomi berkelanjutan

4. Konsep Pengaturan Industri Hijau terhadap Persaingan Usaha Di Uni

Eropa yang Dapat Diadaptasi dan Diterapkan Di Indonesia

Prinsip "Common But Differentiated Responsibilities" (selanjutnya disebut CBDR)
merupakan elemen fundamental dalam kesepakatan Paris yang menetapkan
peran masing-masing negara dalam upaya global menghadapi perubahan iklim.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa meskipun semua negara bertanggung jawab
dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, tingkat kewajiban dan langkah yang
harus diambil bervariasi sesuai dengan kapasitas serta kontribusi historis mereka
terhadap perubahan iklim. Uni Eropa telah menunjukkan kepemimpinannya
dalam penerapan industri hijau dengan menetapkan kebijakan yang

menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan daya saing perusahaan
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manufaktur. Negara-negara maju tidak hanya diharapkan untuk mencapai
target pengurangan emisi mereka sendiri, tetapi juga berperan dalam
mendukung negara berkembang melalui alih teknologi dan bantuan finansial
guna membantu pencapaian target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.%
Negara-negara maju yang berkomitmen tinggi terhadap aksi iklim dapat
memberikan tekanan moral dan politik kepada negara lain agar meningkatkan
ambisi mereka dalam menghadapi perubahan iklim.5”

Indonesia berperan aktif dalam Kesepakatan Paris bersama Uni Eropa dan
dipastikan dapat menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang
meratifikasinya. Keputusan ini didasarkan pada pentingnya isu lingkungan
yang sejalan dengan UUD 1945, yang menegaskan perlunya menyediakan
lingkungan yang layak bagi warga negara, serta dukungan yang signifikan dari
DPR RIL.? Walaupun Indonesia telah menunjukkan komitmennya, penerapan
penuh Perjanjian Paris di negara ini masih membutuhkan waktu serta upaya
yang berkelanjutan agar dapat berjalan secara efektif. Indonesia perlu
mengadopsi konsep industri hijau yang diterapkan oleh Uni Eropa, tidak hanya
dalam aspek pengaturannya, tetapi juga dengan mengintegrasikannya ke dalam
hukum persaingan usaha. Eropa telah terbukti unggul dalam persaingan usaha

di sektor manufaktur serta keberlanjutan lingkungannya, hal ini menjadikan Uni

% Ema Septaria, “Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju :
Analisis Janji Partai Labour”, Vol 23, no. 1 (2024),diakses pada 21 Februari 2025,h.61

5 Ema Septaria, op.cit,h.71

5%  “Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim,”
https:/ / ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3297 /indonesia-menandatangani-perjanjian-
paris-tentang-perubahan-iklim. diakses 21 Februari 2025,h.1
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Eropa sebagai kawasan maju. Faktanya, sepuluh negara terbersih di dunia
berasal dari Uni Eropa.®®

Secara definisi, perbandingan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha
untuk memahami hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum, baik
dari segi persamaan maupun perbedaannya.® Studi perbandingan hukum mulai
berkembang pada abad ke-19 sebagai cabang ilmu khusus dalam kajian ilmu
hukum. Jika ditinjau berdasarkan objeknya, analisis dalam studi ini dapat
mencakup berbagai aspek, seperti sistem hukum, sumber hukum, serta faktor-
faktor atau latar belakang sosial budaya di berbagai negara. Selain itu, studi
perbandingan hukum juga dapat dilakukan dalam bidang hukum tertentu serta

aspek-aspek lainnya yang relevan.®! Berikut tabel keterkaitan antara Indonesia

dengan Uni Eropa
Aspek Uni Eropa Indonesia Keterkaitan
Sistem Negara-negara  di | Indonesia menerapkan | Baik Indonesia

Hukum

Uni Eropa
menerapkan sistem
hukum civil law,
yang merujuk pada
undang-undang

yang disusun secara

terstruktur  dalam

sistem hukum

campuran yang
menggabungkan
unsur hukum adat,

Islam, dan Eropa
Kontinental (civil law).

Ketiga sistem hukum

maupun
negara-negara
Uni Eropa,
khususnya

yang menganut

sistem hukum

Eropa

% Nikita Rosa, “10 Negara Paling Bersih di Dunia, Ada Negara Favorit Kamu?,” detikedu,
diakses 23 Februari 2025, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6282928/10-negara-
paling-bersih-di-dunia-ada-negara-favorit-kamu.

60 Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Mirra Buana Medjia, 2020),h.250

61 Alexander Syauta, “Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum
Nasional Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol.3, no. 1 (11 Februari 2022): 1-13,
https:/ /doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53,diakses pada 24 Feberuari 2025,h.3
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suatu kodifikasi, | ini saling melengkapi | Kontinental
dengan tujuan | dan beradaptasi secara | (civil law),
memberikan harmonis dalam | memiliki
kepastian hukum. praktik  hukum di | kesamaan
Indonesia. dalam hal
prinsip  dasar
hukum  yang
bersumber dari
kodifikasi
undang-
undang yang
sistematis.
Sumber Mengacu pada | Sumber hukum | Keduanya
Hukum kodifikasi  hukum | berasal dari UUD 1945, | memiliki
nasional = masing- | perundang-undangan | hierarki sumber
masing negara | nasional,  peraturan | hukum  yang
anggota serta | daerah, serta hukum | mengatur
regulasi adat dan Islam dalam | perundang-
supranasional Uni | ranah tertentu. | undangan dari
Eropa yang | Indonesia juga | tingkat
mengikat,  seperti | meratifikasi beberapa | tertinggi hingga
perjanjian, regulasi, | perjanjian peraturan
dan direktif yang | internasional yang | teknis
dibuat oleh institusi | berpengaruh pada

Uni Eropa.

sistem hukumnya.
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Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Uni Eropa

Setelah menganalisis dan memahami beberapa aspek perbandingan
antara Indonesia dan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa Indonesia
seharusnya mampu mengadopsi kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa,
khususnya dalam bidang persaingan usaha industri hijau. Hal tersebut sejalan
dengan teori transplantasi hukum oleh WAJ 'Alan' Watson, di mana suatu negara
dapat mengadopsi atau mengadaptasi sistem, ketentuan, atau peraturan hukum
dari negara lain.®? Negara berkembang yang tengah melakukan reformasi
hukum dapat mengacu pada aturan hukum yang diterapkan di negara maju.
Dalam proses reformasi tersebut, suatu negara dapat mengadopsi sebagian atau
beberapa aspek dari peraturan hukum yang telah terbukti efektif di negara lain
untuk meningkatkan sistem hukumnya sendiri.®* Maka dari itu, beberapa
konsep persaingan usaha industri hijau yang dapat diadopsi di Indonesia dari

uni eropa antara lain :

1. Secara jelas memasukkan konsep industri hijau serta jenis-jenis perjanjian

industri hijau yang dilarang ke dalam UU Persaingan Usaha.

Kasus Washing Machine, dan kartel emisi di Jerman mencerminkan
perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Eropa yang turut
mempertimbangkan  kepentingan lingkungan. Di Indonesia, perlu
mengintegrasikan aspek industri hijau dengan mempertimbangkan cost and
benefit analysis. Ada beberapa alasan yang mendukung perlunya kelonggaran

dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pertama, dari

62 Ahmad Fauzi dan Asril Sitompul, Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan
di Indonesia (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020),h.1

6 Syahriza Alkohir Anggoro, “TRANSPLANTASI HUKUM DI NEGARA- NEGARA
ASIA: SUATU PERBANDINGAN” 1, no. 1 (2021),diakses pada 25 Februari 2025,h.29
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perspektif ekonomi, produk berkelanjutan cenderung memiliki daya saing yang
lebih rendah dibandingkan produk konvensional karena biaya produksinya
yang lebih tinggi. Proses produksinya dirancang untuk mengurangi dampak
ekologis dan sosial sekaligus tetap mempertahankan kelayakan ekonomi.
Namun, penerapan prosedur yang lebih ketat menyebabkan peningkatan harga
yang harus ditanggung oleh konsumen.

Penelitian Kearney menunjukkan bahwa produk berkelanjutan, yang
menawarkan manfaat lingkungan dan sosial lebih besar dibandingkan produk
konvensional, rata-rata memiliki harga 75 hingga 85 persen lebih tinggi dari
produk konvensional.®> Saat ini, beberapa bahan mentah seperti etilena, baja, dan
semen yang digunakan dalam berbagai industri belum memiliki alternatif ramah
lingkungan yang layak secara komersial. Untuk mencapai target nol emisi
karbon, perusahaan yang menggunakan bahan-bahan ini harus berkomitmen
untuk menangkap kembali emisi yang dihasilkan.%® Persaingan di pasar tidak
selalu menghasilkan solusi paling berkelanjutan, karena hal ini bergantung pada
kondisi pasar serta keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Seperti
yang dikemukakan oleh Aghion, Antonin, dan Bunel, jika konsumen lebih
memprioritaskan harga daripada dampak lingkungan, persaingan justru bisa
menghambat inovasi hijau dan memperburuk masalah lingkungan.¢” Jika terjadi
kegagalan pasar, seperti tragedy of commons atau kurangnya koordinasi antar
pelaku usaha, dan hal ini tidak diatasi oleh regulasi pemerintah, maka

perusahaan dapat mengalami kerugian sebagai pelopor (first mover disadvantage).

64 Muhammad Hamidi, Muhammad Fadli, dan Yonathan Wilion, op.cit,h.12

¢5Kearney,2020“Why Today’s Pricing Is Sabotaging Sustainability - Article,” Kearney,
https:/ /www .kearney.com/consumer-retail /article/, diakses 23 Februari 2025,h.1

¢ UNIDO,”Industrial Deep Decarbonisation Initiative,” https://www.unido.org/IDDI,
diakses 23 Februari 2025,h.1

7 P Aghion, The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of
Nations (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2021),h.11
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Mereka enggan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan karena khawatir
pesaing akan menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah. Dalam
situasi seperti ini, kerja sama antar bisnis bisa menjadi solusi untuk mendorong
penerapan industri yang lebih berkelanjutan.¢®
Kedua, memasukkan aspek lingkungan dalam UU Persaingan Usaha dapat
memberikan kepastian serta manfaat hukum bagi perjanjian berkelanjutan,
baik saat ini maupun di masa mendatang. Gustav Radbruch mengemukakan
bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga asas utama, yaitu keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.®® Teori ini kemudian diadaptasi oleh
Bernard L. Tanya dalam bukunya Teori Hukum, di mana ia menekankan
bahwa hukum progresif harus mempertimbangkan ketiga asas tersebut dalam
perumusan dan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi
konflik antara asas kepastian hukum dan keadilan objektif, terutama ketika
dikaitkan dengan asas kemanfaatan. Ketika terjadi pertentangan di antara
ketiganya, asas kemanfaatan bagi masyarakat harus diutamakan, sesuai
dengan prinsip hukum progresif.” Kepastian hukum dalam UU Persaingan
Usaha yang mencakup aspek lingkungan hidup memberikan jaminan bagi
pengusaha dan pemangku kepentingan yang ingin membuat perjanjian
dengan fokus pada keberlanjutan, meskipun hal itu dapat mengesampingkan

beberapa aspek perjanjian usaha. Contoh perjanjian semacam ini termasuk

8 OECD (2021), Environmental considerations in competition enforcement, OECD
Competition Committee Discussion Paper,
https:/ /www.oecd.org/ daf/competition/environmental-considerations-in-
competitionenforcement.htm,diakses pada 23 Februari 2025,h.11

6 Universitas Medan Area,2021, “ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN,
KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN DI INDONESIA - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut,”
https:/ /mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-
penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/, diakses 23 Februari 2025,h.1

70 B.L Tanya, Teori Hukum (Jakarta: Genta Publishing, 2013),h.12
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larangan impor dan produksi produk yang tidak ramah lingkungan, serta
pembatasan proses produksi yang merusak lingkungan. Dari perspektif
persaingan usaha, perjanjian tersebut berpotensi menciptakan kartel karena
melibatkan kerja sama antara produsen besar. Oleh karena itu, kepastian
hukum ini bertujuan agar pelaku usaha dan pemangku kepentingan tidak
merasa ragu atau khawatir akan dikenakan sanksi oleh KPPU ketika
menyusun kesepakatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, Aspek lingkungan hidup termasuk dalam konsep “kepentingan
umum” yang disebut dalam Pasal 3 huruf a UU Persaingan Usaha. Pasal ini
bertujuan menjaga kepentingan umum, yang sering dikaitkan dengan
perlindungan konsumen. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, penjelasan umum
UU tersebut membedakan kepentingan umum dan perlindungan konsumen,
menunjukkan bahwa kepentingan umum mencakup aspek yang lebih luas.”
Di berbagai negara, kepentingan umum dalam regulasi persaingan usaha
mencakup aspek selain ekonomi. Misalnya, Uni Eropa mempertimbangkan
keberagaman media, Singapura menekankan keamanan nasional, dan
Norwegia memasukkan kepentingan sosial yang signifikan.”? Hal ini
membuktikan bahwa kepentingan umum bukan hanya tentang konsumen,
tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, dan keamanan negara. Secara
teori, perlindungan lingkungan dapat dimasukkan dalam kepentingan umum
karena telah diakui dalam konstitusi, undang-undang lingkungan, dan
kebijakan internasional seperti Deklarasi Rio. Roscoe Pound mendefinisikan

kepentingan umum sebagai klaim atau tuntutan yang penting dalam

7t Penjelasan UU Persaingan Usaha
72 Government of Singapore, “Competition Act 2004 2020 Revised Edition,” SSO.AGC.
gov.sg. https:/ /sso.agc.gov.sg/act/ca2004 diakses pada 23 Februari 2025, Art. 2(1)
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kehidupan bermasyarakat.”? Dalam hal lingkungan hidup, hakim dapat
menafsirkan aturan persaingan usaha untuk menilai dampak suatu perjanjian
terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, Pasal 3 huruf a UU Persaingan
Usaha dapat menjadi dasar dalam menilai apakah perjanjian tertentu yang
terkait lingkungan hidup dapat diterima dalam skema hukum persaingan
usaha Indonesia.

Indonesia dapat memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan
praktik bisnis tertentu apabila kerja sama antar perusahaan terbukti
membawa manfaat bagi transisi energi bersih. Misalnya, kolaborasi antara
perusahaan energi untuk berbagi teknologi Carbon Capture and Storage
(selanjutnya disebut CCS) atau pengembangan hidrogen hijau dapat
diperbolehkan jika mempercepat inovasi dan efisiensi, asalkan tidak
mengarah pada praktik monopoli atau hambatan bagi pemain baru di sektor
tersebut. Memasukkan kepentingan lingkungan hidup dengan aturan
persaingan usaha perlu diterapkan dalam sistem hukum persaingan usaha di
Indonesia. Hal didasarkan pada keadilan kepastian dan manfaat hukum bagi
perusahaan serta konsumen yang ingin membuat perjanjian yang berorientasi
pada industri hijau.

2. Mengesahkan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan
NZIA telah resmi diberlakukan dengan tujuan utama memastikan Uni
Eropa memiliki akses terhadap teknologi net-zero yang aman dan
berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, NZIA berfokus pada pengembangan
dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk 19 jenis teknologi

net-zero, termasuk bahan bakar terbarukan non-biologis , tenaga surya,

73 H Karli Kalinda, “PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.8, no. 1 (2020),diakses
pada 23 Februari 2025,h.8
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angin, nuklir, baterai, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan
karbon. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, proyek manufaktur
teknologi net-zero akan mendapatkan kemudahan dalam prosedur
perizinan, terutama bagi proyek yang dianggap “strategis,” yang akan
mendapatkan percepatan lebih lanjut dalam proses perizinannya.

Selain itu, NZIA juga menetapkan target injeksi karbon minimal 50 juta
ton CO, per tahun pada 2030, di mana perusahaan minyak dan gas
diwajibkan untuk berkontribusi sesuai proporsi yang ditetapkan oleh Komisi
Uni Eropa.” Negara anggota juga diwajibkan untuk menerapkan sanksi bagi
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini. Dalam aspek pengadaan
publik, NZIA mengharuskan semua proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah memenuhi standar keberlanjutan yang diatur lebih lanjut. Jika
mayoritas komponen teknologi net-zero berasal dari negara di luar Uni
Eropa, maka kontrak pengadaan harus mencakup langkah-langkah untuk
mengurangi ketergantungan pada negara tersebut.” Selain itu, lelang untuk
proyek energi terbarukan serta skema insentif bagi rumah tangga dan bisnis
juga harus dirancang agar memperkuat pasokan teknologi net-zero dalam
Uni Eropa

Sebagai langkah pengawasan, negara anggota diwajibkan melaporkan
perkembangan produksi teknologi net-zero kepada Komisi Uni Eropa. Jika

target tampaknya tidak akan tercapai, Komisi akan memberikan rekomendasi

74 Everdheds,2024, Undang Undang Net Zero Uni Eropa, https://www-eversheds--
sutherland-com.translate.goog/en/finland/insights/eu-net Zero-
industryact? x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=bersih%20yang%20i
novatif., Penangkapan %20dan % 20penyimpanan % 20karbon,belas % 20bulan % 20sejak % 20berlaku
nya%20NZIA .diakses pada 24 Mei 2025,h.1

75 CBL,2025, The EU Green Deal - How will it affect my business?

https:/ /www.cbi.eu/market-information/eu-green-deal-how-will-it-impact-my-
business, diakses pada 24 Mei 2025,h.1
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dalam Laporan Tahunan tentang Daya Saing Teknologi Energi Bersih.
Melalui kebijakan ini, Uni Eropa berupaya mempercepat produksi teknologi
ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada negara lain, serta
memastikan transisi menuju energi bersih berjalan lebih efisien dan
berkelanjutan.”®

Indonesia dapat mengadaptasi berbagai aspek dari NZIA Uni Eropa
untuk mempercepat transisi energi bersih dan meningkatkan kemandirian
dalam teknologi net-zero. Salah satu langkah utama adalah mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai
dasar hukum yang kuat untuk pengembangan energi hijau di Indonesia .
Pada dasarnya, Rancangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan diterbitkan
dengan tujuan utama untuk mendorong investasi, mempercepat realisasi
target penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, serta
mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, pembahasan mengenai RUU ini
masih mengalami kendala””. Padahal, ketergantungan pada impor masih
tinggi, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong industri lokal agar
lebih berkembang dan kompetitif.”® Selain itu, penyederhanaan perizinan
menjadi hal krusial. Indonesia dapat mengadopsi konsep penyederhanaan

dalam NZIA, di mana sistem perizinan untuk proyek energi bersih lebih

76 Tbid

77 Mochamad Januar Rizki, “Evaluasi Regulasi 2022: Lambatnya Pembahasan Rancangan
Energi Baru Dan Energi Terbarukan Jadi Perhatian Serius,” hukumonline.com, ,
https:/ /www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-regulasi-2022--lambatnya-pembahasan-
ruu-ebt-jadi-perhatian-serius-1t63ac483633282/, diakses 23 Februari 2025,h.1

78 Dian Wulandari, “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
IMPOR PAKAIAN JADI TERHADAP PRODUK LOKAL (STUDI PERMENDAG NOMOR 8
TAHUN 2024),” 2024 ,Vol.18,No 2,Jurnal Ekono Insentif,diakses pada 23 Februari 2025,h.90
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cepat dan transparan.”? Dengan demikian, investasi dalam sektor ini akan
meningkat. Pemerintah juga dapat memberikan insentif, seperti keringanan
pajak dan subsidi, bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi net-zero.
Dengan demikian Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan persaingan
usaha untuk mendukung industri hijau pada sektor manufaktur dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilakukan
melalui regulasi persaingan usaha yang mengakomodasi aspek industri hijau
serta menetapkan larangan terhadap perjanjian-perjanjian yang berpotensi
menghambat pengembangannya. Dari sisi teknologi, Indonesia juga dapat
menyesuaikan NZIA dalam proses pengesahan Rancangan Energi Baru Dan

Energi Terbarukan untuk mendukung teknologi baru terbarukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pengaturan persaingan usaha
industri hijau perusahaan manufaktur dengan membandingkan Indonesia
dengan Uni Eropa, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan industri hijau dalam hukum persaingan usaha di Indonesia
masih belum memiliki kepastian hukum. Aspek industri hijau tidak
secara eksplisit diatur dalam UU Persaingan Usaha. Namun, prinsip
perlindungan lingkungan sebenarnya tersirat dalam konsep "kepentingan
umum'" yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha, yang
dapat diterapkan melalui pendekatan rule of reason. Ketidakjelasan

regulasi mengenai aspek lingkungan dalam UU Persaingan Usaha

79 Satgas Udara Bersih,””Visi untuk Transisi Net-Zero Uni Eropa https://www-catf-

us.translate.goog/resource/a-vision-for-the-eu-net-zero
transition/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. -diakses 25 Februari 2025,h.1
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menyebabkan kebijakan persaingan kurang optimal dalam mendorong
percepatan pengembangan industri hijau di Indonesia.

. Pengaturan persaingan usaha dalam industri hijau di Uni Eropa,
sebagaimana diatur dalam TFEU, menekankan pentingnya persaingan
yang sehat, dengan pengecualian terbatas bagi perjanjian yang
mendukung industri hijau. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 101
ayat (3) TFEU, yang memberikan kelonggaran bagi perjanjian yang
memberikan manfaat lingkungan yang lebih besar bagi pelaku usaha,
dengan mempertimbangkan analisis cost-benefit. Namun, jika suatu
perjanjian justru menghambat perkembangan industri hijau, maka tetap
dianggap sebagai perjanjian terlarang atau kartel, meskipun tidak
berkaitan langsung dengan penetapan harga.

. Konsep industri hijau dari Uni Eropa yang dapat diadopsi oleh Indonesia
mencakup pengaturan yang lebih eksplisit mengenai aspek industri hijau
dalam UU Persaingan Usaha. Selain itu, pengadopsian NZIA sebagai
undang undang penjamin teknologi bersih yang dapat di adaptasikan
dalam bentuk UU EBT sebagai bagian integral dari UU Perindustrian,

yang menjadi landasan utama dalam penerapan kebijakan industri hijau.
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